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Pendahuluan
• Pesatnya kemajuan teknologi informasi Media online, seperti TikTok,

telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia,
namun juga menimbulkan isu-isu terkait pelanggaran norma moral dan
hukum.

• KPI menghadapi tantangan dalam mengawasi konten rekaman dan
siaran langsung di TikTok karena volume konten yang tinggi dan
perubahan cepat dalam perilaku konsumen.

• Dalam penyiaran online, KPI perlu memperhatikan hak cipta, privasi,
dan kekayaan intelektual serta memastikan konten sesuai dengan nilai-
nilai masyarakat dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
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Penelitian Terdahulu
• Penelitian sebelumnya

- Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media 
Digital.

- Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru.

- Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan

Melalui Platform Media Youtube. 

• Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran KPI dalam
pengawasan penyiaran media online dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
memahami pentingnya Monitoring KPI Penyiaran Media Online
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Pertanyaan Penelitian

Bagaimana seharusnya peran KPI terhadap penyiaran yang

dilakukan dalam bentuk rekaman atau siaran langsung pada

media online?
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Metode Penelitian
Jenis penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif.

Dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu :

a. Bahan hukum primer

- Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran 

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 

b. Bahan hukum Sekunder

- Lens.org

- Google Scholar
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Hasil dan Pembahasan
A. PENYIARAN

• Definisi: Penyiaran adalah kegiatan penyelenggaraan siaran radio dan televisi oleh
organisasi penyiaran, termasuk radio, televisi, media cetak, dan media online, bertujuan
untuk memberikan informasi, hiburan, atau promosi.(Pasal 1ayat(1) UU 32/2002)

• Media Online: Di era digital, penyiaran juga dilakukan melalui internet, dengan platform 
seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Spotify menyediakan berbagai jenis konten
seperti video, musik, dan podcast.

• Teknologi: Teknologi seperti cloud computing dan CDN memastikan pengiriman konten
yang cepat dan andal.
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KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE

1. LIVE STREAMING:

• Penyiaran langsung melalui internet.

• Pengguna dapat berinteraksi real-time dengan kreator.
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KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE

2. RECORDING:

• Produksi dan unggahan konten video/audio.

• Konten dapat diedit sebelum dipublikasikan.
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Tabel 1. Perbandingan antara televisi dengan media online (live streaming dan recording). 

ASPEK TELEVISI MEDIA ONLINE (Live streaming & Recording)

Teknologi Penyiaran
Menggunakan sinyal elektromagnetik melalui

frekuensi UHF/VHF atau jaringan kabel.

Menggunakan internet untuk menyiarkan konten video atau

audio secara langsung (live streaming) atau mengunggah konten

rekaman.

Konten dan Aksesibilitas
Konten terbatas pada jadwal siaran dan

frekuensi saluran tertentu.

Konten tersedia on-demand (recording) atau dapat diakses saat

siaran berlangsung (live streaming). Pengguna dapat mengakses

konten kapan saja melalui perangkat yang terhubung ke internet.

Interaktivitas

Interaksi terbatas pada panggilan telepon atau

SMS yang dibacakan oleh penyiar; partisipasi

satu arah.

Fitur interaktif seperti live chat, komentar, dan reaksi real-time

(live streaming); interaksi melalui komentar atau pesan setelah

konten diunggah (recording).

Personalisasi
Program siaran ditentukan oleh stasiun televisi

dan produser; personalisasi sangat terbatas.

Algoritma cerdas merekomendasikan konten berdasarkan

preferensi dan riwayat penonton; penonton dapat membuat

playlist pribadi dan menyesuaikan pengalaman menonton.

Regulasi dan Hak Cipta
Diatur oleh peraturan penyiaran nasional; hak

cipta diurus oleh stasiun televisi.

Harus mematuhi undang-undang hak cipta dan peraturan

platform; platform biasanya memiliki lisensi untuk konten dan

melindungi hak cipta.

Monetisasi
Mengandalkan iklan komersial, sponsorship,

dan acara khusus.

Model bisnis beragam: langganan berbayar, donasi, iklan,

kemitraan konten, dan hadiah virtual dari penonton.
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KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE

3. LIVE AUDIO:

• Penyiaran audio secara langsung.

• Interaksi langsung dengan penyiar atau kreator.
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KATEGORI/MODEL PENYIARAN DI MEDIA ONLINE

4. REKAMAN AUDIO:

• Rekaman audio seperti podcast, musik, buku audio.

• Konten dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja.
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Tabel 2. Perbandingan antara Radio dengan media online seperti noice dan sportify

Aspek Radio Media Online (Noice dan Spotify)

Teknologi Penyiaran
Menggunakan sinyal elektromagnetik

(AM/FM)

Menggunakan internet untuk mengirimkan konten audio

secara digital

Konten dan Aksesibilitas
Siaran langsung terikat pada jadwal

tertentu

Rekaman audio yang dapat diakses kapan saja (on-

demand); konten bervariasi (podcast, musik, buku audio,

live streaming)

Interaktivitas
Interaksi terbatas pada panggilan telepon

atau pesan teks

Fitur interaktif canggih (komentar langsung, chat rooms,

pesan suara, diskusi real-time)

Personalisasi
Program siaran ditentukan oleh stasiun

radio dan produser

Algoritma cerdas merekomendasikan konten; pengguna

dapat membuat playlist pribadi dan mengikuti artis atau

podcaster

Regulasi dan Hak Cipta

Diatur oleh peraturan penyiaran

nasional; hak cipta diurus oleh stasiun

radio

Mematuhi undang-undang terkait hak cipta dan

penyiaran digital; memiliki lisensi untuk

mendistribusikan konten

Monetisasi
Mengandalkan iklan komersial,

sponsorship, dan acara khusus

Model bisnis beragam (langganan berbayar, iklan,

kemitraan konten, fitur premium bebas iklan)
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Lanjutan
Konten yang Boleh Ditampilkan:

• Informatif dan edukatif.

• Identitas yang jelas.

• Sumber yang valid.

• Peringatan konten sensitif.

Konten yang Tidak Boleh Ditampilkan:

• Pornografi dan kekerasan (pasal 27 ayat (1) dan pasal 27B UU ITE 1/2024 ).

• Ujaran kebencian dan hoaks (pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (3) UU ITE 1/2024).

• Pelanggaran hak cipta (pasal 40 UUHC 28/2014).

• Penyalahgunaan data pribadi (pasal 32 ayat (1) UU ITE 1/2024).

• Konten provokatif dan radikal (pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024).
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Hasil dan Pembahasan
B. Lembaga Pengawas

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

KPI adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (KPID).

Fungsi dan Kewenangan berdasarkan pasal 8 UU 32/2002 :

• Menetapkan standar program siaran.

• Menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran.

• Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran.

• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

• Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Perizinan: KPI mengatur izin penyiaran untuk radio (5 tahun) dan televisi (10 tahun) sesuai UU Nomor 32 Tahun 2002.

Keterbatasan: KPI tidak mengawasi konten media online seperti live streaming dan recording. Fokus KPI terbatas pada siaran televisi dan radio yang 
menggunakan frekuensi publik.
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Lanjutan
• Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kominfo adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengembangan, dan pengawasan sektor komunikasi dan
informatika di Indonesia.

Tugas dan Fungsi (berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015):

• Mengawasi konten digital yang disiarkan melalui live streaming dan recording di media online.

• Mengawasi konten informasi yang mencemarkan nama baik, pornografi, dan kebohongan yang merugikan publik, berdasarkan UU 
ITE.

Meskipun Kominfo tidak memberikan izin khusus untuk penyiaran di media online, mereka tetap mengawasi konten digital untuk
memastikan tidak ada pelanggaran hukum.

Pemerintah tidak membatasi hak berekspresi di media sosial, tetapi mengawasi konten yang melanggar aturan seperti pornografi dan
pelanggaran hak cipta.
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Rekomendasi
Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, KPI tidak memiliki wewenang untuk

mengawasi media sosial. Hal ini disebabkan karena dalam undang-undang tersebut tidak terdapat pernyataan atau
instruksi yang memberikan wewenang kepada KPI untuk mengawasi media sosial, mengingat pada tahun tersebut
media sosial belum ada. Hingga saat ini, KPI hanya mengawasi radio dan televisi sesuai dengan amanat Undang-
Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Pengawasan terhadap media sosial, termasuk live streaming dan
recording, hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan UU ITE.
Namun, dengan adanya berbagai fakta bahwa banyak konten live streaming dan recording di media sosial yang
berpotensi melanggar aspek kesusilaan atau norma-norma yang tidak sepatutnya dalam penyiaran, perlu ada revisi
terhadap undang-undang penyiaran. Revisi tersebut diharapkan dapat memperluas kewenangan KPI untuk turut
mengawasi media sosial, termasuk live streaming dan recording di media online, demi menjaga norma-norma dan
kesusilaan dalam penyiaran.
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KESIMPULAN 
Pengawasan penyiaran melalui live streaming dan recording di media online di Indonesia memerlukan kebijakan

yang bijaksana untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun
2002, KPI tidak memiliki wewenang untuk mengawasi media sosial. Pengawasan terhadap media sosial, termasuk live
streaming dan recording, hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan UU
ITE. Namun, dengan adanya banyak konten yang berpotensi melanggar aspek kesusilaan atau norma-norma dalam
penyiaran, diperlukan revisi terhadap undang-undang penyiaran untuk memperluas kewenangan KPI dalam mengawasi
media sosial dan menjaga norma-norma penyiaran.

Kerjasama antara pemerintah, platform media online, dan masyarakat adalah kunci untuk menegakkan standar
pengawasan yang efektif. Transparansi dalam proses pengawasan dan akuntabilitas yang jelas bagi penyiar dan platform
media online merupakan landasan utama untuk membangun kepercayaan publik. Perlindungan konsumen dari konten
yang tidak sesuai atau berbahaya harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pengawasan yang diimplementasikan.
Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku konsumen, pengawasan media
online di Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat
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